BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kewenangan

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan
konsep kepentingan umum dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara khususnya Pasal 49 huruf b, Penjelasan Pasal 53 ayat (2) sub
b Pasal 67 ayat (4) huruf b dan Penjelasan Pasal 67 serta Pasal 136 dikuti
dengan kondisi norma yang berbeda, ini merupakan syarat yang harus

dipenuhi. Jika semua syarat tersebut terpenuhi baru dapat dikatakan



Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan umum tersebut,
namun jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Tata
Usaha Negara tetap mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan kepentingan umum
tersebut. Jadi tidak serta merta suatu keputusan tata usaha negara yang
terkait dengan kepentingan umum menyebabkan Pengadilan Tata Usaha
Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara tersebut.

. Kendala-kendala Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, meliputi :

a. Adanya ketidaksinkronan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo. Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 terutama terkait dengan masalah subyek gugatan, obyek
gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya hukum yang
bisa dilakukan.

b. Ketiadaan aturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
umum terutama dalam hal sistem penanganan perkaranya, hal ini terkait

dengan adanya batasan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pengadilan Tata



Usaha Negara harus sudah memutus diterima atau ditolaknya keberatan
yang diajukan.

3. Sesuai dengan paham negara kesejahteraan yang dianut oleh bangsa
Indonesia bahwa tujuan negara adalah mensejahterakan masyarakat
Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan
sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan warga negaranya yakni
sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya keputusan-keputusan
pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Dan
untuk adanya kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat pelaksana
urusan pemerintahan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi
kendala-kendala dalam sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum adalah dengan merevisi kembali Undang-
Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidak-tidaknya
Mahkamah Agung membuat suatu Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
sebagai petunjuk pelaksanaan guna memberikan acuan bagi para hakim
Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Untuk sementara
waktu sebagai sarana masuk agar sengketa pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum dapat segera ditangani sebelum
adanya revisi atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung yang mengaturnya,
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memberdayakan ketentuan

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan kombinasi sistem



acara yang ada dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Uusaha
Negara.
B. Saran

1. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam Pengadilan Tata Usaha Negara
mengadili sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum demi untuk adanya kepastian hukum diperlukan
kembali adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Selama belum ada revisi terhadap undang-undang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka Mahkamah Agung dapat membuat Peraturan Mahkamah
Agung (Perma) sebagai acuan bagi para Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam menyelesaikan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum.
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